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'-.::krtya tidak atlir ltcgttt'i,l .,li tttirrrrrptrrr rli rrrtrkli lrrrrrri irri ylrlg
: - , jrttoi politik (parpo[) scbanyak di indoncsia. Mcnrcri Kchukirrran

** :--.,. .{sasi Mar-rusia mengungkapkan, sekarang terilapat sekitar 164
:-ru) yang terdaftar di Departenlent, nrasih ditanrbah dengarr

--- - :r'r-,', sehitrgga jurtrlahnya lcbih dari 300 parpol. Dcpglp tlcpriklrp
- -, -_. : kini bcleh. masuk "Guinncss Bad< tf Racrntl" scl-.lgai .cllxra
: - . - .:--rliki parpol paling banyak di dunia.

l.lam pidato kenegaraan ranggal 16 Agustus 2002, preside.
:-: 'rr'. rampaknya risau dengan jumlah parpol yang begitu banyak.

- i .-- :-iaro kenegaraan iru antara rain 
'renyoroti 

masaLh t"rr"tut,
-' ;":- :::rs terang Megawari rnengkritik sistem multiparrai di lpclolesia

- -- : iasainl'a hal itu bisa mendorong berlangsungnya pelreriltahar-r
: - r ,::':a teoritis bersifat presiderrsiil, rlanrun dalarn prakieknya atau

;t " ; :: ::.kns berpe.arnpila. sepertisisteut parle*re^ter.2
-"''jolresia dalam l))asa pasca-soeharto (era rcfonnasi) lrcurapg
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sering disebut sebagai kalangan inremasional sebagai "demokrasi terbesar"
ketiga serelah India dan Amerika Serikar.3 Tetapi apakah proliferasi
parpol yang *demikian banyak nengindikasikan peftumbuhan demokrasi di
Indonesia mewujud dalam avtl soaery yang kuat atau malah sebaliknya,
masih harus dilihat dari segala sepak terjang dalam implementasi
perjuangan masing-masing parpol dalam era reformasi ini.

Dari risaunya Presiden Megawari di aras jarrgan sampai langgam
pedalanan pemerintahan di alam demokrasi yang berdasarkan UUD 45
yang telah empat kali dlamandemen berpaling ke ororiter sebagaimana
terjadi pada awal era pemerinrahan Soekamo/Gla maupun Soeharro/
Crba, yang juga keduanya berdasarkan UUD 1945.

Di era pemerintahan Soekarno, yakni kerika diherlakukan
Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS tahun 1950, pada waktu itulah
terca[ar bahwa langgam politik di Indonesia adalah demokraris dengan
konfigurasi yang demokratis pula.a

Langganr dcrtrokratis tcrscbut tcrlrcnti dan lrerutrah menjadi
otoritcr scjak tahun 1959 kctika Prcsiderr Soekamo secara sepihak
ttrctttbubarkan kotrstituautc, n'rcl'rcabut lxrlakunya UUDS tahun 1950, dan
nrcurLnrlakukan kenrbali UUD 1945 mcialui Dekrit Presiderr 5 Juli i959.

Otoriterisrne Pemerintah Soekamo derrgan Demokrasi Terpimpin
akhimya runtuh ketika Angkatan Darat berhasilmengambil alih kekuasaan
setelah berkutat dalam tarik rambang (tug and, war) kekuasaan melawan
PKI dan Soekarno, yang rlengiringi kejatuhan Soekarno dengan
nreletusnya G 30 S PKI/30 Seprernber 1965. Sejak tahun 1966 masuk era
Orde Baru urerranrpilkarr langganr politik yang demokrads retapi serelah
itu (sejak tahun 1969 dan Pemilu 1971) rezim ini pun menjadi ororirer
dcngau selalu t'ueugatakan dirirrya bersikap konstitusional berdasarkan
uuD 1945. Rezim ini akhirnya dirumbangkan oleh gerakan reformasi,
dan pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto ridak dapat mengelak dari
tuntutan unruk berhenti dari jabatannya sebagai presiclen.5

Pada kedua pemerintahan rezim di atas (orla dan orba) walaupun
berdasarkan IJUD 19{5, namun selalu menampilkan pemerintahan yang
otoriter, hal ini karena dikarenakan UUD 1945 kurang memenuhi syarat
sebagaimana yang dikendaki ajaran konsrirusional.

3 Azyumardi Azra, Konflik Baru Antar peradaban, Globarisasi,
Radikalisrne & Pluralisme, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 59I Moh. Mahfud MQ Demokrasi dan Ko'slitusi di lndonesia, studi
tentangn lnteraksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rinck Cipta, Jakarta,
2000, hal.137

s lbid., hal.137

210 Partai Politik - Djauhori



Konstitualisme Undang-Undang Dasar dil''andang scbagai lcmbaga
E:-g mempunyai fungsi khusus, yairu menenrukan dan membarasi
r=i::saan pemerinrah di saru pihak, dan dipihak lain menjamin hak-hak
:t=: dari warganya. Undang dasar dianggap sebagai perwujudan dari
- -..im rertirrggi harus diparuhi oleh rlegara dan pejabat-pejabar
:t:---enntah sekalipun, sesuai dengan dalil: "Gouenvrwnt by laws, nt bJ
-;-."' (Pemerinrah berdasarkan hukum bukan oieh manusiu).u Gugasun
:E:,ra kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, rnengingat bahwa pemerintah
..--:-u diselenggarakan oleh manusia dan bahwa manusia itu tanpa kecuali
::e-:.kat banyak kelemahan. Dalil yang popular scbagaiurana yang
:*::iakan Lcrd Acrionz Power teruls to corrwpt, but ahsolute power c()rrupt
;: - ,':,tt (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk
:-=:-"'alahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mernpunyai
'::::-.fsaan tak terbafas pasti akan menyalah gunakantrya.t

oieh Moh. Mahfud dikataka., lc'rah'rya.ruarar csc.si
i.-:"):iiusionalisme dalarn UUD 1945 irulah, scbagai salalr saru scbal-r
r-:::p penggunaannya n-relahirkan peuterintahan yaug otorircr dar-r
.:::*p,s bahkan sering dikatakan oleh para pakar bah*a sisrcnr polirik
,:.: dilormar oleh UUD 1945 adalah sistcur polirik ,'cxacvtivc 

hauvy,',,Ji
::',.r kekuasaan Presiden sauglt clonrirran.e

Pemerinral'ran di cra orla ll)aupun di cra orba yang ccn.lcrung
--::;l:er tersebut dapat dianalisis urcngcniri lrubung;.rn ruillrir lrLrkulr cli

=:.:* t-rihak dan politik t-li pilrak yang lirirr. Dalarrr krxtrt:ks ylrrg tlt,rrrikilrr,":.ll pertallyaallllya adalirh, apakilh hukuut yi.ltll t))cl))ltcrrgurrrlri politik
.:'*iah sebaliknya politik yang rlrenrpengarulri hukunr. oleh Moh.
'.1:,riLrJ lda tigir jarvrbarr yill!l .liutrraklrr i pc'tlLt:,tut. lrr_rkuur
:::iirrinan atas politik, dalirur arti balrwa kcgiatan- kcgilrlrr pelitik
:::!i,:lch dan harus tutrrlrtk p;"rth'.rtrrlirn-irtrrri.llt lrtrkrrnr. Kcc/rrrr, politik
:t:-nlitrall alas hukutrt, karctra lrukunr nrcrupirkan liasil rtau kristalisasi
:.:: <ehendak-kehendak polirik yang saling berinreraksi dan (bahkan)

':"-i-q bersaingan. Ketiga, huktim dan politik sebagai sub sistem
r-::r'.aslarikatan berada pada posisi derajat deterrninannya seimbang
::-:rra yang satu derrgan yang lain, karena nreskipun hukunr nrerupokan
:::juk kepur[san pohtik tetapi begiru hukunr ada nraka scp]ua kegiatal

= i\'liriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Polil-ik, Cranrpclia Pustaka Utalra,
!-'-.i:: 2i)01, hal. 57

- loid., hal.52
' lvloir' Mahfud MD, Amatrdeuren KonstiLusi nrcuuiu Rcfornrasi Tatir' -:.r, Uli Prrtss, Yogyakarta,lgL)g, hal.5.l
t Ibid., hal.65
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politik harus runduk pada aruran- aturan hukum.ro
Karakter produk hukunr direnrukan oleh konfigurasi politik yang

memproduk hukum itu. Apabila konfigurasi poliriknyu d"rllol.ntis makl
akan rnenghasilkan hukum yang responsif/populisrik, dan kalau
konfigurasi politiknya ororirer, maka produk hukumnya akan
konscrva tiflortodoks/el i ti s. "
B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal yang diuraikan di aras, penulis ingin mengemukakan
permasalahan:
1) Bagaimana keberadaan proliferasi parpol dan civil sociery dalam

demokratisasi di era reformasi.
2) Apakah unsur-ultsur konstitusirronalisme dalam persyaratan UUD

sudah rcrelal'nrasi dalani aurandeuren UUD Lg4S.
Dari pemrasalahan di aras inempu^yai tujuarr ingin mendapatkan

gambaran konfigurasi perkembangan hukum dalam era reformasi dalam
nrcnjanrin hak berpolitik bagi warga negara dengan mendasarkan pada
korrligrrrirsi l,rlirik ynng lx:rkaitarr pocluk 

-irr,kr,,1,.,ya 
apakah ia

rt'sPottsillxrPttlis irrlttknlr konst:rvnfif/orttxlok, dnn dcrrgari .liloluko,rlya
(:l))Pilr kirli atttlttttlctttc:tt UL,D 1945 clapat rrrcrnbcri lraroporr tidak akar.r
tltctttltrikart pcluattg birgi pcrtrcrintahan yang otoritcr. Dalanr hal ini kita
diirrgatkan olel"r O'Dorlrell dan Pliillippe Schirnitrer, bahwa dalam masa
rrarrsisi dari beberapa rezim otoriter tertentu rnenuju ,,sesuatu yang lain,,,
yang tidak pasti. "Sesuatu" itu bisa jadi pemulihan suaru demokrasi
polirik, arau resrorasi bentuk baru --yang mungkin lebih buruk-- rezim
pen'rerintahan otori ter. l2

II. Pembahasan
A. Proliferasi Parrai Potitik Dan Demokratisasi

Pertu.'buhan parpol yang iuar biasa banyak mengindikasikan
beberapa.hal, yang oleh Azzyunrardi Azra akan dikerengahku', iuu hulyang
melipuri:rl
PertaTnq proliferasi parpol-parpol mencerminkan perkembangan politik
Indonesia dalam waktu empar rahun rerakhir ini masih rerap didominasi

10 Moh. Mahfud MID, poritik Hukum Di I.donesia, Lp3ES, Jakarta, 2001,hal.8
'tl lbid., hal. 14

Nurul Agusti.a, lansili Menuju Demokrasi, Rangko.ian Kemungkinan Dsn
ktidakPastiarn: Terjemahan dari Transitions from Auihoritarian Rule, oleh O,Donnell
dan Philippe Scfumetter), Lp3RS, Jakarta, tg9g, hal.t.

"r3 Azzyurnardi Azra, Konflik Baru Antar Peradaban, Globalisasi, Radikatisme €t
Pluralitas, Raja Grafindo persada, ]akarta, hal. 59_61
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ztioia kebebasan daripada perrimbangan dan rasionaliras terhadap
.:alitas polirik seperri dalam proses.proses polirik yang berlangru.,g.
rarena ridak berpijak pada realitas polirik, sebagai ko,-,r"iu"r.,sinya, bisa
:prediksi, parpol-parpol ini agaknya tidak akarirnemberika' konrribusi
::gnifikan bagi pertumbuhan demokrasi,terapi jusrru dapat memunculkan
:-asalah dan komplikasi baru yang kontra-produkti( jika ddak nrerugikar.r
- tragi aktualisasi der-nokrasi Indonesia.

sejak kran pendirian parpor dibuka oleh presiden BJ Flabibie,
::;ijadiran parpol hingga mencapai jumlah lebih i50-an, narnur.l r,ercrah
::eleksi oleh "Tim_ sebelas" rrnggal 4g parpol ya.g berhak ikur pcmilu.)ari junrlah rerakhir, hanya enam parpol yu.,g,b.rrur-benar berhasil
:'-eadapat suara lebih dari electoral threshoia iuu persen. selebihnya
;'gal.mendapatkan suara signifikan sehingga ridak memperoleh kursi di
IPR-14

Sangat disaya.gkan, rernyara rearitas poritik ini keriharannya
:.:ak menjadi pertirnbaltgan bagi para Lrenrinrpip parpol yapg relah ada,:-:-lpun bagi mereka yang merniriki aspirasi poririk, ,.hi,-,ggu rerap
:--.ndirikan parpol baru. para pemimpin parpol gurem larna jelas tidak
:--":u mengakui realiras politik yang cukup-pah*ir bagi nrereka unruk
.:-r'rudian 

''relakuka. 
larrgkah.largkah yang lebilr ,."'rllrti, dar.r viuhlc

-r:.ara polirik. Kalaupu. ada la'gkah ya.g 
'rcreka 

lakuka., 
'raka 

itu
"":n1'alah dalam bentuk aliansi dan koalf,i yang ,r;;;; ronggar danr.:reflor)3, sangat rentan terhadap konflik diarltara 

"ru.o 
p"r.,.,impin:::pol yang terlihat dala.i p"rr.kutuo,., ,.,r.,,....,u;;;:* 

"

oleh karerra-itu, di:ri [.,crrlugai scgi, rrr.kir pr,rs1',ck Prrr-1xrr- Pirr.prr
'irra (tetapi gurenl) datr baru sangar qucstitnwblc. Mcrcka b"r-l'ru.lapa. tidak

"-.:n)'a de.gan realitas politik yang ridak korrdusif tadi, tetapi juga:;rjgan persoalan pencipraar', ,olidiru, inrernal J;" ranrangan
:a:pol-parpol besar yang relatif nlapan.
:i:lta., proliferasi parpol jeIas hanya akarr nrcrrirrgkatkrrr fr.agrrrcrrrasi::lirik da. sosial, tidak ha.ya tli kara'ga. crir p,rririk, rcrapi juga di
'":langan masyarakat secara keseluruhar-r. parpol-parpol uranra saja rnasih-'-''r::kan konflik da. fragmenrasi sosialporirii baik di rapisa.

:1 *:-. :"-':i1'lArl rllaupun diartrara lllcssc pcnclrrkr-rrrg rilcrekl,
i' -:rlik darr fragure.rasi ke pe *rinrpi.au parpoi - ya.g clirparrr'Hi-:::::s ke ringkar r,ussa, hingga kini dapar kira lihar misalnya, partair::1:r-:r' Pemba.guna. (ppp) o,',ro* kur',u Ha*rrot, H* dc'ga, pppil*--- ':si kubu Zainuddin MZ, parrai Burarr Bir)rilr'r (pBBt rnrarl kurrur: -::a r'lahe.dra de.rga* pBB kubu Flarto.o rvrarcljorio, ,ro,., parrai

- ,::i.. hal. 60.
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Kesatuan Bangsa (PKB) kubu Al$'i shihab dengan PKB kubu Matori

Abdul Djalil. Berbagai gagasan dan prakarsa islah dianrara kedua kubu

nampak belum berhasil - kalau ridak dapat dikatakan gagal, sehingga

yarrg terjadi adalah nrerringkanrya corucr-t frnlegirnacy di anrara urereka.

Apabila ,hal ini sampai pada tingkar ll1assa, maka mungkin akan

muncul fragmenrasi yang teraktuaiisasi konflik terbuka yang bisa berubah

lnenjadi kekerasan dan anarki, bahkan dapat dikhawatirkan akan

nrcningkat ['icrbarertgarr detrgatr peningkatal'l, suhu politik nasional

rnenjelang Pemilu 7004.
Belakangan bahkan sering muncul kritik yang semakin keras atas

pcrarrgai yarlg nrcnlentingkan diri ser-rdiri darr egoistis yattg dirar,rpilkan

partai-pirrtai politik, sclrirtgga rtlclahirkan pcrlarlyaall sangal serius

rrrerrgenai ket'ua.urpualr prtkticul sncicty sebagai lokornotif urrtuk

membangul'I ntasa depan Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini

misalnya masih terjadi sengketa horisontal antar pendukung dan elit

parpol di berbagai daerah, bahkan belakangan ini rnasih nampak adanya

saling tuding antara elir parpol yang ditengarai pergulatan dan saling

tuding anrara Pennadi (PDIP) dengan AM Farwa (PAN) ditampilkan

dengan nrerrgajukan proses hukum ke pengadilan. Ini bermakna bahwa

prtlitic socictl l.lcluur tclttu nlcrupakarr jarvalrarr atas persoalan Indonesia.

Jrrstrrr hisa rncujirtli surrrlrtrr pcrsoirlatr bi'tru atnu sctttakitr tttet'uperburuk

l)crs()alar) yung scdatrg dihacllpi battgsa.

Priitical society yallg n'lerupakal arela darr sekaligus bergulat

kekuasaan dijunjung ringgi oleh kebanynyak masyarakat sebagai solusi

terbaik hagi bangia Indonesia untuk membangun demokrasi. Hal ini
tcrrungkap dcltgatr songat baik dari dukurrgatr, baik pada tirrgkat wacalla

luraupun praktik, yarrg dibcrikan bcrlragai scguren urasyarakat terhadap

kelahirair parpol yang sedentikian lranyaknya. Dernikian pula harapan yang

besar di atas diungkapkan lewat pencapaian konsensus yang reladf
mudah di anrara berbagai kekuatan dalam masyarakat mengenai urgensi

pemilu sebag.:i solusi atas berbagai krisis yang dihadapi bangsa misalnya:

lcgitinrasi rcjirrt yarrg rcndah, tcrtib sosial darr penegakarr hukurn yang

rnerosot dan demokrasi.yang terpuruk. Kesemuanya itu diandaikan akan

bisa diselesaikan melalui mekanisme politik yang disebut sebagai penilu
yarrg bcrlangsung secara luber darr jurdil.

Pclrcapaian kolrsensus di atltara elitc dan kelonrpok-kelorupok

yang sigrrifikan secara ptitik nrengenai peinilu sebagaimana yang tertuang

daiam Undang.undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

sebagai instrumen sekaligus prosedur politik paling sah dan demokraris

untuk rnenyelesaikan persoalan bangsa dan sekaiigus guna memunculkan
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:ebuah pemerintahan yang sah mengungkapkan pengakuan yang
::rgat luas mengenai kedigdayaan political society sebagai kekuatan
:,:"rrik yang memiliki kapasitas untuk menun[askan persoalan-persoalan
:rsar bangsa.

Akan tetapi seiring dengan lxrgulinrya waktu, lrarapan-harapar)
:rsar di atas mulai memudar, muncul gagasan liar kontra rerhadap
:.:nlu dan parpol, sekalipun masih bersifat sporadis dan terbaras

'=';mlah segmen tertentu dan pengalaman rnasa lali keberadaar-r parpol
-,:i:.g jumlahnya besar tidak memperlihatkan pemerinrahan yang stabil,
l:la:n kondisi yang demikian, maka akan munculnya cft.,il sociery yang
r- "-r vzog mewujud dalam alam demokrasi akan mengalami hambatan,

Apabila kira runtur ke belakang mulai sejak Indonesia merdeka
:.:: qEa tahun 1959, maka kehidupan parpol sebagai salah satu unsur pilar
-=::-.:krasi menarnpakkan "proliferasi parpol" yung cukup bcsar. Berikur
.o:.:: dj.utarakan poliferasi parpol mulai sejak awal kemerdekaan hingga
,.:.-amya Dekrir Presiden 5 Juli 1959.

Semenjak dikeluarkan maklurnat \7akil Preside. No X Tahun
-r-5 ranggal 3 Nope'rber 1945, .raka polifcrasi parpol cukup bcsar.--:.',ah partai yang berdiri pada Nopenrbcr - Dcscmbcr 1945 nrcncapai
:1 :artai, yang berdasarkan atas dasar kedaerahan, agama, ideologi dan
.-:.-iain. D antara partai tersebut terdapat parrai-partai yang berdasarkan
:,.-'.s icieologi dan dalant dacrah yang sanra. Tctapi pada unrunlrya rlcreka
: --i lllau saling ureuggabutrgkan rliri. Kcnyataan tcrscbut urerrycbabkarr
:t:-'":k partai sulit nrerrggalang kckultcn orgilnisasi urrtuk llrcnycrlrp aspirasi
:-';'.:rakar. Soedjatnroko nrcrrycbut kcadcln itu scbagri "girr)rblrar.r

- :.:k meural dan psikologis, k*inrbang penegasan diri yarrg didasarkal
:.:: pandangan dan sikap politik tertentu".t5 Sebagaimana yang dikutip
-,=: \loh. Mahfud, vilopo mengarakan; junrlah partai yaug banyak
:::--alll sisreul proporsioual pada kcanggtttrarr KNIP tcllh uuryclra[karr

.:r'.rengkaknya junrlah irrggora KNIP yrnll pirrll gilirrrrrryr
'=:."'ebabkan pula timbulnya pengaruh lernbaga lcgislatif yang senrakil

$- -:: kepada pemerintahr6, dengan kata lain dapat me.imbulkan
:.-i:.:rrf heavy",

Keberadaan partai politik ya.rg begitu besar, pada kurun wakru
--)-';957, keliirarar-rnya operasi polirik rakyar ya.g rak- dapar dikeka'g

::"=i membawa Indonesia ke daiam suatu impasse yang serius. Dengan
- ,=:,iutip peirdapat Herberr Feith, Moh. Mahfud mengatakan: " ....
1::::ner-kabiner koalisi mulri partai begitu sering jaruh. Kemudian

:-'\'Ioh. Mahfud MD, Politik Hukum, op.cit., hal.46.
:. Ibid., hal.47.
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politisasi (atau repolirisasi) penduduk sebagai suaru akibar persainga:
parrai-parrai pada masa sebelum Pemilihan Umum 1955. Dan akhimr-:
menyebabkan kekuacan kerakyaran itu ke dalam polirik ernisitas da:
sentrifugalisme. Semua ini meyakinkan kebanyakan pemimpin negeri ir:
bahwa harus dibuar sesuaru untuk resrrukturisasi polirik. Demokrar
terpimpin akhimya muncul sebagai akibat dan perrenrangar.
-pertentangan yang kompleks perihal bagaimana resffukturisasi semacam ir,
dapar diadakan.l?

Tedadinla krisis policik yang berkepanjangan seperri iru disebabka::
oleh kecenderungan sentrifugal sistem muki partai yang dianur. Seperi
diketahui sejak bulan Nopember 1945, dengan Maklumat No. X Tahu:.
1945, relah diretapkan sisrem mulri parrai. Alasan uramanya dapat me-refr
apa yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Indonesia pusat (KNIp
waktu itu bahwa pernerintah "menyukai pembentukan partai-parta:
politik, karena dengan adanya partai-partai iru semua aliran pemikiran yan:
ada di dalam masyarakat bisa disalurkan dalam kegiatan yang rerarur".rs

Namun karena sistem muki parrai itu direrapkan di darar.
masyarakac Indonesia yang sangar pluralistik dan terpisah dalar:_
kutub-kutub yang bedauhan yang hampir ridak rrrungkin dikompromikan.
Kompromi sangar sulir dic.apai karena partai-partai mewakili kepenringan
yang scn)pit, sepcrti kedaeraharr, keagamaan, dan bahkan - klik-klik
politik. Sclrirrggir harnpir titlak nrungkirr dibcntuk suaru koalisi yarrg kua:
yarrg dapat rrrcrrciptirkarr pcnrcrirrtahan yang stabil darr efektif.

Faktor-fakror sejarair, sifat-sifar liubungan di dalam masyarakar"
kemampuan berorganisasi di kalarrgarr elite, serra sikap terhadap ideolog,
bersarna-samd berpengaruh secara negarif (kursif dari penulis) kepul,
kehidupan parrai.re

Kalau dalarn suaru negara, ada terdiri banyak partai-partai polirir
yang terang-terangan sama berusaha akan "rnerebut kursi", maka in:
adalah hal yang kurang sehat. Mungkin sekali anrara beberapa para:
yang berdiri iru, sama sekali tidak ada perbedaan dalam asas-asasnya arau
ada perbedaan rerapi hanva mengenai soal-soal kecil yang tidak penting
Kalau ini betul-betul nyara, nraka istilah "rnerebur kuisi" bugl pu.rl,
seperti itu mungkin sekali rnendapat lagi arri yang jelek, yaitu dalam arti:

r7 lbid., hal. 131.
18Ibid.,hal.132
tr arbi Sanit, Sistem Potitik lndonesia, Kestabilan Peta Kekuatan politik

Dan Pembangunan, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1995, hal.43.
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',i::ia untuk mementingkan diri. sendiri.z0

Pengalaman pahit corak perpolitikan sebagaimana yang disebutkan di
:-'s. pada suatu kerika tidak mustahil akan terjadi dalam kiprah para

:,.::el politik dalam berdemokrasi di era reformasi. Bahkan pengalaman

:;:-rse nrenunjukkan, ketika Presiden AMunahman Vahid yang bukan
:*----:i dari partai polirik pemenang mayoriras nrutlak maupun mayoriras
,.:=:hana dalam pemilu. Bahkan berasal dari pernenang hanya pada

-r---?n keempat, yang mendapat dukungan dari koalisi beberapa partai
:-,.:-:i yarlg mungkirr sebagai dukungan sesaat dan semu, maka pada

'r:;::rraran yang lain Presiden dapat dijatuhkan di tengih perjalanan, yang
::-:r:r'ia tidak terjadi pada pemerintahan yang menganut sis[em

: t::-. rri,tahan presidensiil.

E. Keberadaan Civil Society
D Indonesia, Ciuil Sociery awalnya dimengerti secara sangar

:t::ei dengan yang rerjadi di negara lain. Konsep ini dipahami sebagai
-,; ?:: dari miltter.Tr Sekalipun harapan yang semakin besar mulai
- .:.kkan orang pada Ciuil Sooecy sebagai jawaban terhadap banyak
:e:r::ian di Indonesia, namun belakangan terjadi kecemasan oleh para
:E -;::le!, bahwa Ciuil Society masih saltgat jauh dari harapan. Hal ini
-tr:::.qkat dari pengamatan terhadap proscs transisi polirik di lrrdoncsia

=-: :;nga saat kini belumnrenunjukkan ridk-drik yang menggembirakan.
Salah satu sumber kekecewaan banyak orang aras perjalanan

:.: .-.si polirik di Indonesia adalah lrahwa proscs yang ada bcrlangsurrg dalanr
;: -':, nrasyarakat ),arlg rcrcabik-cabik sccarr ptilitik.r2 Situasi
:-:=::'.entasi masyarakat ini diandaikan scbagai kondisi yang jauh dari
. -:.:.lsif untuk menopang proses transisi politik rnenuju rnasyarakar baru
::: i:mckratis.

Lemahnya Ciuil Society di Indonesia antara lain bersunrbcr pada
.- -:---:lasi sejunrlah sebab sebagili bcrikutr Pe"ftunut, l-,crtaliarr dcngan
.: ,=h perken'rbarrgan selama era Ordc Baru, di nrana kclonrpok-
,: r:-.pok masyarakar yar-rg bersifat otonorr dan independer-r terhadap
-:.::3 relah menjadi korban dari dua kecenderungan negara, yakni (a)
:: --.:i penghancurarl yang kcras arau scbirliknya (b) politik kooptasi,
.- ' :.-:13a11 secara sitlultrtt polirlk "srlcf rtnci cr{?'1rrIs" irri cliurirltkr)n grllli]

:: lVirjono l,roCjodikoro, Asas-asas ILmu Negara Dan politik, Eresco,
..1r.;:- - -3indung, 1981, ha1.103.

:: Comelis Lay, Prospttk Civil Sor:ittty di lndoncsia, dalaur lncloncsiir
I *;-: lraruisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, yogyakarta ,7999, hal. 39.: Ibid , hal.40.
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melindungi dan menopang regaknya bangunan polirik ororirarian yang ac:
Kedua, berralian dengan kebangkitari kembali secara luar biasa poliir
komunal atau polirik primordial dalam, masyarakat Indonesr.
Keburuhan berbagai kelompok dan individu di Indonesia untuk memil:i:
identitas telah mendorong munculnya kembali gejala polirik komur-a
sccara hsar-bcsaran. Kehadirarr parpol yang jumlahnya cukup bes.-
sebagainrana disebur di atas, sebagiannya rnengkaitkan diri -langsu:-:
atau ridak- dengan garis kultural -agama- etnis terrenru da1:::
masyarakar. Penggunaan identiras primordial sebagai fondasi parp:
harryalah ungkapa' kelemhagaan yang bersifar permukaan da:
kclrarrgkiran politik prinrordial di tcngah.tcrrgal.r rr.nsyarakat Indones::
Kattgu, tingkah laku kapital clalam politik Indonesia. Hal ini tel::
menimbulkan fragmentasi bukan saja di lingkaran elit, retapi juga hingga o-.

berbagai organisasi di tingkar rnasyarakar. Mereka memang oron.:
terhadap negarar rerapi kehilangan segalanya di hadapan kekuatan moc.
Akibatnya, tingkah lakunya rnenjadi parrisan mengikuci logika kepenringa:
rrrodal yang merrbiayairrya. Keemltat, struktur masyarakat Indonesia yi::
hrcorak parrinrottial nrenyelxbkarr loyaliras-loyalitas kelembagaan nrenjadi i-:r
yilng langka dijurnpai clarr bahkan rucnanrpakkan diri sebagai re j
kcja.ggalan secara kultural. Yang rerjadi justru sebaliknya, yak
berkernbarrgrrya loyalitas-loyaliras yang bercorak individual. Dera..-
fragnrentasi dan kohesifitas masyarrkat sangar tergantung dan sekalis ,

merupakan .cennirran dan derajat fragrnentasid an kohesifitas elitn.-: 
I

V^-^ l^-^- l-:-^ 1:L-- --l ..t lYang dapat kira lihar sekarang, civil societ^i memang belum dap:.-
dirernukan. oleh Afan Gaffar dikarakan, kareira masyarakar Indonei.u
baru saja arau rengah me.ghadapi proses transfonnasi sosial, disa:_
pihak, dan di pihak lain, kekuasaan negara sangatlah besar (kini sud":
direforrrrasi rnelalui amandemen UUD lg45) vis a uis masyarak.:
Bagairrrarrapurr juga, kalau kira nrenrbicarakan cintil society, kita r: r

mungkin melupakan transforrnasi sosial yang membawa masyarakat pa -.,

suatu tahap, seperti apa tingkat modemitas masyarakat itu.zl

C. Demokratisasi di Era Reforrnasi
Demokratisasi sebagai arah politik hukum baru harus berpangi.,

pada upaya pemberdayaan lernbaga.le*rbaga polirik diluar 1.'.,.,i:"
eksekutif agar rerjadi clwl<s mdbalcrrca,lang oleh Moh Mahfud, meliputi :2"
i) MPR harr.rs dijadikan miniarur seluruh rakyat;

a Afan Gaffar, Pobtik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, pusta.*
Pelajar, Yogyakarta,20ff., hal. 186.

. 2a Moh. Mahfud MD, Amandemen, Op.cit., hal. 14-1g.
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. IPR harus benar,benar kuat :

:' Pemilu barus benar-benar jujur dan adii;
r r Parpol yang tunrbuh dari kekuatan-kekuaran dalam masyarakat;
l=nandirian Mahkamah Agung (MA);

" j -nberdayaan Badan Pemeriksaan Kekuangan (BPK);
' i=:.guatan kontrol masyarakaf

Apa yang diutarakan oleh Moh. Mahfud di aras kini remyara
: : r :'.endapar respons dalam pelaksanaan Amandenen UUD 1945
, ::.-. .:a reformasi ini, walaupun mungkin belum secara optimal.

-.-. KeberadaanMPR
Semula kenggoraan MPR yang terdiri dari anggota DpR, Urusan-.-:::' dan Fungsional serta adanya pengangkatau 25 orang dari

- ::,.." Serelah diadakan amandemen UUD 1945, rnaka keanggoraaan
-'l'. :.lalah merupakan wadah joinr session anrara DpR dan DpD.

:.-,.::i pada wakru mendatang sudah tidak ada lagi anggota lr4pR
.-.: ::angkat, arrinya mereka adalah harus dipilih melalui pemilu,

, : :. .i sebagai anggota DPR maupun Vakil utusan-utr.rsan daerah.
Sedangkan unruk mendudukkan DPR sebagai lernbaga yang

' --- -';'al kita lihat dalani nretrtlrrikan hak darr kckuasaan rrrcnrbcntuk
--:.::-undang, yang semula lebih dominan ada pada presidcn, kini
:r: 'r, amandemen hak dan kekuasaan membentuk undang-undang-:, .:..siatifnya berada pada DPR. Pasal Z0 ayac (1) nrenyarakan:

' - - DPR yang bcrhLrk dirrt ilcl))cgrr)ll kckrrirsuirn rlrrrlrl1grrruk
- --'.:-utrdang.

Sedangkan Pasal 20 ayat ({) 
'rc.gatur 

urc.gcriri pc'gcsahar-r
- - :;:.:-undang oleh Presiden, dan Pasal 20 ayar (5) rnengaru*
-:.--,." Presiden tidak mau rnengesahkan suatu u.dar-rg-ur-rdar-rg yang
-::-. *lserujui bersama DPR dan Presiden, selama riga puluh hari
::-r:r: persetujuan Undang-undarrg rersebut sah menjadi Undang-
-' -- -.: Jari rvajib diundar-rgkan.

' - - DPR Harus Benar.benar Kuat
.\pabila dilihat dari Pe.rilu 1999 ya.g lalu tcrlaksr.a dcrrga,

- -,:r r-rn jurdil sehingga anggora DPR sebagai reprcscr)rasi dari rakyar,
- . . ::'sisi DPR cukup kuat. Namur"r yang menjadi cataran adalah
*- : :akyar daiarn pmilu har-ryalah nrenrilih parrai, maka kealggoraan

- --J. :-:sebui lnasih dipertanyakun apakah nrercka bcn,lr-beuar kuat' .-'. ::ri berkualiras sesuai deugan auunat yang dibcbankan kcpadalya
: -:J:r *'akil rakyat. sernentara disisi lain kini rnasih ada anggora DpR
- - . *engkat, yang narrtiriya pada Pernilu 2004 sudah ridak ada iagi.

-": -' iemandirian lvlahkamah Agung (MA)
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tenrang Perubahan
Aras Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 renrang Pokok-pokok
Kekuasaan Kehakiman, nrcmlxrtegas bahwa baik organisasi, administras
dan finansial dari badan-badan pengadilan nanri semuanya berada
dibawah Mahkamah Agung.
Mengerrai kewenangarr Mahkamah Agung dalam kewenangan judiciai
review aras peraturarr perundang-undangan yang tingkatannya d
bawah Undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah kebawah, Pasal

24 C UUD 1945 mengatur: dapar dibentuknya Mahkamah Konstitusi.
Oleh MPR, selanjut pembentukan Mahkamah Konsritusi dijalan oleh
sebuah Tirn. Di sini yang menjadi cataran adalah, siapakah nanrinya
yang rleirduduki jabatan para hakim, apabila keweriangan
pembentukan selanjutnya diserahkan kepada Tirn yang terdiri dan
Pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung, dalam segi netralitasnya
masih dapat dipertanyakan.

Ad.4.Pemberdayaan Badan Pemeriksa Kekuangan (BPK)
Dalam Pasal 23 E ayar (1) mengarur: BPK memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan eksisrensi BPK
sebagai suatu institusi yang bebas dan mandiri. Sedangkan Pasal 23 E
ayat (2): hasil penreriksaarr rersebur.ditindak lanjuri oleh lembaga
perwakilan atau badan sesuai dengarr Undang-undang.

Ad.5. Penguatan Kontrol Masyarakat
Korrrrol masyarakat yang semula terkesan terpasung, kini

dengan diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 1998 rentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapar di Muka lJmum, dan
Undang.Undang Nomor 40 Tahun 1999 rentang Pers, yang dalam
Pasal 4 mengatur: jaminan bagi pers untuk mencari, memperoleh, dan
rnenyebarkan informasi. Lebih lanjut dalam Pasal 28 F uuD 1945
(amandemen II) mengarur: seriap orang berhak untuk berkomunikasi
dan nrcmperoleh infonnasi urrtuk rnengembangkan pribadi dan
lingkurrgan sosialnya, serta berhak untuk rnencari, rnemproleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Kini kontrol masyarakar yang berjalan cukup bebas khususnya
melaiui niedia massa, namun dalam perkembangannya telah rnerrdapai
sorotan dari Presiden, bahwa pernberitaan di nrdia lnassa "jomplang". Ha'l
ini kairannya dengan berita maraknya demonsffasi yang rnenolak
kenaikan harga BBM, TDL dan Telp.u11. Bahkan keridak senangan
Presiden tersebut rerulang lagi terhadap ulah para demonsiran yang
membakar garnbar para pemimpinnya, dimana hal rersebur dikarakan
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:-?( sesuai dengan yang dilakukan Soekarno saar berdemo waktu
-.:.u1u,25 Apakah hal rersebur sebagai awal yang buruk bagi nasib
, -:.-ol masyarakat yang diimplementasikan melalui media massa dan
j",:r:r? spontan melalui demonstrasi atau semacamnya. Kita runggu
:: -: I je berikutnya.

I '-":r sejarah perkernbangan pernbangunan hukum dalam
:=:::iirikan di Indonesia pada era demokrasi liberal yang rnewujud
:=:,:an proliferasi parrai politik yang begiru besar tidak
-:--::-qunrungkan bagi perjalanan bangsa, hal ini direngarai dengan
r::,:.: jaruh bangunnya kabinet dalam waktu yang ridak lama.
i:"-.:ar kejadian semacarr terjadi pada era reformasi, di mana
:-:*in)'a Abdurrahman vahid sebagai prcsideri yalrg scurula

-:*iung oleh koalisi parrai polirik, naillurl kernudian di rcngah
.",:. ljjaruhkan oleh rnereka yang dahulu juga mendukungnya, yang
::":-:,)'a ddak rerjadi pada pemerintahan presidensiil.

- ,. .. ji era reformasi civil society rnulai terl'rebas dari i;rtervensi
:i:rr, akan tetapi menjadi rawan terhadap intervensi politicul

---;:"', dan bahkan n'renjadi arena pergularan politik konrurral. Ia
-:. ::'.errjadi rawal) terhadap kultur nrasynrakat yang patcrrrirlisrik. Era

-:-"-:."-'.3si trrciruju derttokrasi yarrg llcrjalan tli Inclorresia, kini cl.:lgirp
::--:i.li kerrdala ylttg irtla bcluut tlirpat nre nrposisikurr rliri sr:bagrri
- . . -;rccy yang kuat.
.*,,.. empar kali amanciemen uuD 1945 yang relah dilakuklan oleh

ii memeberikan warrra subsransi uuD 1945 bukan,'executiq.te-;-,., lagi, hal i.i dapar dilihar dari berbagai pasal- pasal yang
" .-'':,'lenlen dapat menjawab 5 unsur dcrtrokratisasi sebagainuna yalg
--.','":kan oleh Moh. Mahfud, sebagai prasyarar lahirr-rya p.odul
-:.-.: vang responsif/populis rvalaupur-r kcmungkirrarr saar kini- :!.:. belumoptimal.

lr, *. --
:=:.:rngat realitas dan kecerrderungan pohtik yang r-rlewujud dalar1

- - :-::si parrai polirik yang ada scjak era re formasi i1i, ada baikpya
:. . :;niimpin partai gurelll - baik ianra r"naupun baru ntemikirkar-r
- .:.r eksisrensiriya parpol-parpol nrereka. Jika kepedulian rnereka

i I =:-r"'aLaan tersebut disampaikan dalam perteniuan para Kac.ler pDIp di
- - --.,airrya, Jakarta

2?.1

t

t
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z)

3)

adalah pemberdayaan demokrasi, seyogianya justru *.r.t= |
melakukan rasionaiisasi jundah parpol. Hasil Pemilu 19:t I
sebenarnya telah mengisyaratkan perlunya rasionalisasi terseb'-: I
jumlah parpol yang "cukup ideal" bagi Indonesia agaknya mungi: I
dibawah 10 parpol saja. Dengan jumlah seperti ini, pemyar:.: I
tersebut disampaikan daiam perlemuan para Kader PDIP dirurr:r 

I
kediamanqya, Jakarta, maka sumber daya kepemimpinan parpol da;a: 

I

dikonsolidasikan, dan sumber finansial dapar pula diefisienkan, c.- 
I

lebih penting lugt, fragmentasi dan konflik sosial-politik d*pr l

diminirnalisasikan, 
I

Dapat segera dihindari keterpecahan elite polirik yang mu=:: 
l

dihadapi bangsa Indonesia yang secara kongkrit dapat dirasak=: 
I

penyebab lemahnya civil societl. 
I

Dari kelinra unsur dernokratisasi, yarrg n"rasih terus mendapat uji.; 
I

adalah kcwcnangan darr kcurandirian Mahkamah Agung sebai: l

gawang rerakhir bagi pencari keadilan. Untuk itulah perlu dala:
waktu yang tidak lama dapat rerbentuk Mahkamah Konstir'-q
trrrtrrk urcugisi kckoscrngarr kcrvclrangan dalau'r jutlicial reui"i,r

tt't lt;ttlttP I Itttllrttg-rttttlltttg.


